RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

prakarsa, analisis dan
penyelesaian rancangan
peraturan perundang-
undangan, permasalahan
hukum, ekstradisi, remisi
perubahan pidana penjara
seumur hidup menjadi
pidana sementara,
prerogatif, naturalisasi, dan
evaluasi peraturan
perundang-undangan.

Deputi Bidang Perundang-undangan
2015

Persentase penyelesaian hasil analisis
rancangan peraturan perundang-
undangan, permasalahan hukum,
ekstradisi, remisi perubahan pidana
penjara seumur hidup menjadi pidana
sementara, prerogatif, naturalisasi, dan
evaluasi peraturan perundang-undangan
sesuai dengan standar.

100% |

Persentase penyelesaian administratif
Rancangan Peraturan Perundang-
undangan yang akan disampaikan/
disahkan/ditetapkan oleh Presiden
sesuai dengan standar.

100%

Persentase penyelesaian hasil evaluasi
dan penyusunan pendapat hukum
pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan standar.

100%
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Tersedianya izin prakarsa,
analisis dan penyelesaian
RUU, RPerpu, RPP,
penyiapan pertimbangan
rancangan Perpres,
otentifikasi UU, Perpu, PP,
evaluasi pelaksanaan UU,
Perpu, PP, dan pendapat
hukum di bidang Ekonomi,
Keuangan, dan Industri.

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perkonomian
2015

analisis RUU, RPerpu, RPP dan
pertimbangan RPerpres di bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri sesuai
dengan standar.

S " e i ot i
Persentase penyelesaian laporan hasil

Persentase penyelesaian administratif
RUU, RPerpu, dan RPP di bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang
akan disampaikan/disahkan/ditetapkan
oleh Presiden sesuai dengan standar.

100%

Persentase penyelesaian hasil evaluasi
dan penyusunan pendapat hukum
pelaksanaan UU, Perpu, dan PP di

sesuai standar.

bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

100%
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analisis dan penyelesaian
RUU, RPerpu, RPP,
penyiapan pertimbangan
rancangan Perpres,
otentifikasi UU, Perpu, PP,
evaluasi pelaksanaan UU,
Perpu, PP, dan pendapat
hukum di Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesjahteraan Rakyat
2015

it By

Persentase penyelesaian laporan hasil
analisis RUU, RPerpu, RPP dan
pertimbangan RPerpres di bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat sesuai
dengan standar.

Persentase penyelesaian administratif
RUU, RPerpu, dan RPP di Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat yang akan
disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh
Presiden sesuai dengan standar.

100%

Persentase penyelesaian hasil evaluasi
dan penyusunan pendapat hukum
pelaksanaan UU, Perpu, dan PP di
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
sesuai standar.

100%
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Asisten Deputi Hukum
2015

Terselenggaranya analisis

dan penyelesaian pendapat
hukum di bidang litigasi dan

permasalahan hukum,
perjanjian internasional,
ekstradisi, remisi
perubahan pidana penjara
seumur hidup menjadi
pidana sementara,
prerogatif, dan naturalisasi
serta pengadministrasian
peraturan perundang-
undangan.

rget.

Persentase penyelesaian analisis dan
penyusunan pendapat hukum atas
gugatan dan permohonan Hak Uji
Materiil sesuai dengan standar.

100%

Persentase penyelesaian analisis dan
penyusunan pendapat hukum atas
bantuan hukum di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara dan
permohonan perlindungan hukum yang
ditindaklanjuti sesuai dengan standar

100%

Persentase analisis dan penyelesaian
RUU pengesahan perjanjian
internasional, izin prakarsa, Surat
Presiden, pertimbangan RPerpres,
ekstradisi, permasalahan dalam
perjanjian internasional, serta
permohonan dan permasalahan grasi,
amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi
perubahan pidana penjara seumur hidup
menjadi pidana penjara sementara, dan
naturalisasi sesuai dengan standar.

100%

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan
distribusi, publikasi, dokumentasi UU,
Perpu, PP sesuai dengan standar.

100%




